
 
BUPATI PANGANDARAN 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN PADA  

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran kepada PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten Tbk telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangandaran 

pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten Tbk; 

b. bahwa sehubungan penyertaan modal kepada pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 

Tahun 2015 belum terealisasi, maka perlu dilakukan 

perubahan dan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 

20 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Kabupaten Pangandaran pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17   Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 
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  4.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5363); 

  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 

Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas  

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 

Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5261); 

  8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

  9.  Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 

2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat dan Banten Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

 

dan 
 

BUPATI PANGANDARAN 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN 

PANGANDARAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk 
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 Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 26 Desember 2018 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

Ttd/Cap 

 

H. JEJE WIRADINATA 

Diundangkan di Parigi   

pada tanggal 26 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN, 

 

Ttd/Cap 

 

MAHMUD 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  

TAHUN 2018 NOMOR 11... 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, 

PROVINSI JAWA BARAT 11 / 267 / 2018 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Pangandaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20), diubah sebagai berikut : 
 

Pasal 7 
 

(1) Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat dan Banten Tbk sebesar Rp. 5.000.000. 000,00 (lima milyar rupiah). 
(2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dimaksud pada ayat (1) dengan rincian 

sebagai berikut : 
a. tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
b. tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar            Rp. 

4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal sebagaimana 

dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. 
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PENJELASAN 

 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN PADA  

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk 

 

I.   UMUM 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pembiayaan Daerah terdiri dari 

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya 

pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, 

penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan 

pemberian pinjaman. 

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila 

jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. 

Bahwa sehubungan penyertaan modal kepada pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaiman diatur dalam 

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 belum terealisasi, maka perlu 

dilakukan perubahan dan penyesuaian 

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 

Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pangandaran 

kepada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

  Cukup Jelas 

Pasal II 

Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR  11 

 


